
3. Undang-Undang Nornor ..... /-2- tft.. 

1. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1969 tent.ang Pernbentukan 
Propinsi Otonom Imm Barat dan Kabupaten-kabupaten 
Otonom cl: Propinsi Irlan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 47 'I'alrun 1969, Tambahan Lernbar an Negara 
Nornor 2907); 

2. Undang Nomor 28 'I'ahun 1999 tcntang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tarnbahau Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

. a. bahwa mengingat /\PBD Tahun Anggaran 202:~ belum 
ditetapkan sampai awal tahun 2023, maka dalam rangka 
kelancarau tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Supiori, sambil 
menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 20'.23, dipandang 
perlu melakukan pengeluaran kas daerah untuk pembayaran 
belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat 
atas bebau Tahun Anj-garan 2023; 

1.>. bahwa be rdas.rrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, pei lu menetupkan Peraturan Bupati Supiori tentang 
Pengeluaran Kas Merida hului Penetapan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2023 di Llngkungan 
Pernerintan Kabupaten Supiori; 

llUPATl S 'TPIORI, 

DENGAN RAHMAT TTJRA.ii YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Mcnirnbaug 

PENGELUARAN KAS MEIVDAHULUI PENETAPAN 
ANG<i.ARAN PENDAPATAN AN BELAN,>A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

DI LINGKUNG PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI 

TENTANG 

RATURAN B'OJ>ATI SUPIORI 

NOJ!r10R 1 ,.f !\HUN 2023 

BUPATI SUPIORI 
OVINS.i PAPUA 
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11. Undang-Unda.ng Nomor ..... /-3-tf.. 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 Lentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahau Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 
2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4345); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang 
Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nom01· 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Rcpu blik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem 
Perencanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ] 04, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor Tahun 2004 
Nomor l:J6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nom01 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan At.as Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentaug Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
[Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten ..... /-4· J 

11. Undang-Uudung Nom01· 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3098) sebagamana telah. diubah beberapa 
kali rerakhir dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
20 12 tentang Perubahan keempat belas Peraturan Pemerintah 
Nornor 7 Tahun 1917 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
32); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahr n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

14. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah beberapa kah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 20 l O tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi 
Keuangau Da erah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

LS. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelapora.n 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta.hun 2006 Nomor 25, Tambaha.n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tenta.ng Hak 
Keua.ngan da.n Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

18.Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
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Pasal 3 ..... /-5- J- 

Pasal 2 

( 1) Pengcluaran Kas Mendahului Penetapan 1\nggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diniaksud dalam Pasal l untuk kebutuhan 
yang bersifat wajib dan mengikat. 

(2) Kebutuhan yang bersifat wajib sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) adalah belanja 
untuk menjamin kelangsungan pcmenuhan pendanaan pelayanan dasar 
masyarakat di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan/ a tau melaksanakan 
kewajiban kepada pihak ketiga dan kebutuhan mendesak. 

(3) Kebutuhan yang bersifat mengikat sebagaimana di.maksud pada ayat (1) adalah 
belanja untuk menjamin pemenuhan pendanaan rutinitas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan pemenuhan pendanaan yang diamanatkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Bupati ini menjadi dasar pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam rangka menjamin 
kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di Kabupaten Supiori. 

Pasal l 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS 
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2023 DI LINGKUNGAN 
PEMERlNTAH KABUPATEN SUPIORl 

Menetapkan 

MEMUTUOltAN : 

20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang 
Pedoman Tcknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 
Nomor 4); 

23. Peraturan Daerah Ka bu paten Supiori Nomor 4 Tahun 2017 
Ten tang I lak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 
Anggora Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori 
(Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2017 Nomor 4); 

l 9. Peraturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang 
Pembenrukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah ctiubah 
dengan Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubah.in Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 Len tang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 
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Pasal 9 ..... /-6-J 

Pa!-,3J 8 

l)cjabat Pcngelola Keuangan pada SKPKD clan SKPD yang melaksanakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, tet.ap niclaksanakan penatausahaan dalam rangka 
merealisasikan pengeluaran leas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 
sampai dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 
dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pcngguna Anggaran (PA) mengajukan Surat 
Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan 
untuk cliterbitkan Surat Perintah Pencairau Dana (SP2D). 

Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja y •. mg bersifat mengikat dan belanja yang 
uersifat wajib, disesuaikan dengun kebutuhan masing-masing SKPD d.an merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun 
Anggaran berkenaan. 

Pasal 6 

Perigeluaran Kas sebagaimana d.il.naksud dalarn Pasal 3 dan Pasal 4 untuk setiap bulan 
setinggi-tingginya adalah sebesai seperduabelas dari APBD Tahun Anggaran 2022. 

Pasal 5 

Pasal 4 
Kriteria belanja untuk kebutuhan mendesak ebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2), mencakup: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan 
c. kcbijakan Pcmerintah/Pemenntah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai 

amanat peraturan perundang-undangau. 

Kebutuhan yang bcrsifat wajib dan mengikat scbagaimana dirnaksud Pasal 2 ayat (2) untuk 
belanja, sebagai berikut: 

a. Belanja gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Ncgeri Sipil termasuk 
tambahan penghasilannya; 

b. Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan 
penenmaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- u ndangan; 

c Biaya Operasional Kepala Daerah da» l'lkil Kepala Daerah untuk menunjang 
aktivitas tugas dan tanggungjawab Kepa aerah dan Wakil Kepala Daerah. 

ct. Uang rcpre se ntasi dan tunjangan pn- .inan serta anggot.a DPRD dan/atau 
penghasilan dan penerimaan lainnya, y.,ug ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

e. Belanja Bidang Kesehatan crupa Bant uan Operasional Kesehat.an (BOK) untuk 
kepentingan pelayanan Keschatan kepada masyarakat atau untuk kepentingan 
pcndanaau Ruuiah Sakii dan Puskesmns, pengadaan obat-obatnn serta makan 
minurn pasien. 

Pas.113 
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SUPIOR.l TAI-JUN 2023 NOMOR 01 

Diundangkan di Sorendiweri 
pada t ggal 9 .Januari 2023 

\ i YANIMBAB 

Ditet.apkan di Sorendiweri 
pada tanggal 6 Januari 2023 

Agar setiap orang mengetahuinvn, memcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
mi dengan pcncrnpatann a dalani Serita Daerah Kabupaten Supiori. 

Peraturari Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal9 
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